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ABSTRAK 

 

NURUL RAHMADINA, 14.833.0134, Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Angkutan Darat Sesuai 

withholding system Pada Perum BULOG Kantor Subdivre I Medan (2017) 

 

Penelitian dilakukan pada Perum BULOG subdivre I Medan, jalan sisingamangaraja 

Km 10,2, Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, 

pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa angkutan darat 

pada Perum BULOG subdivre I Medan. Metode yang dilakukan dalam menganalisis 

data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, 

dimana suatu metode analisis atas data-data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, 

dianalisis, dan diintepretasikan secara objektif sehingga memberikan informasi dan 

gambaran mengenai topik yang akan dibahas. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 atas Jasa Angkutan Darat Sesuai withholding system Pada Perum BULOG 

Kantor Subdivre I Medan telah baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya bukti 

pemotongan, SSP dan SPT . jadi dapat dipastikan bahwa segala bentuk 

penyelewengan yang terjadi akan cepat diketahui dengan adanya bukti-bukti tersebut. 

 

 

Kata Kunci : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Sewa Angkutan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak 

atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan pada pemerintah sebagai 

sumber penerimaan Negara. Salah satu sumber penerimaan Negara yakni 

pajak penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan 

di Negara ini. 

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta 

bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah 

dipotong PPh Pasal 21; meliputi dividen, royalty, hadiah dan penghargaan, 

sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa 

tertentu. 

Bulog merupakan perusahaan yang menangani komoditas beras. 

Sedangkan komoditas lain yang dikelola semana ini dilepaskan ke mekanisme 

pasar. Arah Pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha 

mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 Tahun 2000 tersebut, tugas 

pokok Bulog adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen 

logistic melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga 

beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa 

logistic sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pada saat beras di distribusikan kepada masyarakat memerlukan kendaraan 

yang mana kendaraan ini menyewa jasa dari perusahaan lain. Dimana pada 

saat menyewa itu terjadinya perbedaan plat kuning dan plat hitam. Plat kuning 

menandakan kepunyaan umum yang tidak dikenakan PPN, sedangkan plat 

hitam menandakan milik pribadi yang dikenakan Pajak Penghasilan 23 dan 

PPN. 

Dari uraian latar belakang diatas penulis melakukan penelitian tentang 

perbedaan plat, sehingga peneliti mengambil judul skripsi : “Prosedur 

Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

23 atas Jasa Angkutan Darat Sesuai Withholding System Pada Perum 

Bulog Kantor Subdivre I Medan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

akan terjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

“Bagaimana perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 atas 

jasa angkutan darat pada Perum Bulog Kantor Subdivre I Medan ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian “untuk mengetahui perhitungan, pemotongan dan 

pelaporan  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa angkutan 

darat”. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut : 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat mendalami pengetahuan dan 

wawasan peneliti khususnya mengenai PPh pasal 23 terhadap jasa 

angkutan.   

2. Bagi pembaca dan pihak lainnya, sebagai bahan referensi dan sumber 

informasi dalam melakukan penelitian sejenis berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Resmi (2009:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

Waluyo (2013:3) menyatakan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yaitu: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang 

bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur. 

Sedangkan pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan 
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adalah konstirbusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Apabila ditelaah lebih dalam ternyata di dalam definisi pajak 

tersebut mengandung maksud: 

a. Iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa wajib 

pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kelalaian dan 

pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan 

hukuman (sanksi) berupa sanksi administrasi maupun pidana. 

b. Setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada Negara tidak 

langsung diperoleh wajib pajak berupa pelayanan pemerintah dan hasil 

pembangunan yang ditujukan untuk seluruh masyarakat. 

2. Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan 

a. Penghasilan  

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), penghasilan 

merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008). 
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b. Pajak Penghasilan 

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan 

Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau 

memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib 

Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak 

untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak 

subjektifnya dimulai atau diakhir dalam tahun pajak 

(Mardiasmo,2011:135). 

 

B. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

Menurut Mardiasmo (2011: 235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak 

Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang 

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain 

yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk 

dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, 

subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, 

atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 
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Supramono dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh pasal 23 

adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap 

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan 

jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, 

meliputi deviden, royalty, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan 

sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. 

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan 

berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen 

dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 

seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). 

1. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima 

penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak 

Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak 

Penghasilan Pasal 23 terdiri dari: 

a. Badan pemerintah.  
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b. Subjek pajak badan dalam negeri. 

c. Penyelenggara dalam negeri. 

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).  

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk 

oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak 

Penghasilan Pasal 23; akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, 

pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang 

pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas 

pembayaran berupa sewa. 

2. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23  

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi 

dua, antara lain: 

a. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak 

yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari: 

1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian 

sisa hasil usaha koperasi. 

2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

3. Royalti. 
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4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah 

dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21. 

b. Objek pajak yang dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini 

terdiri dari: 

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 Ayat (2). 

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah 

dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21. Jasa lain terdiri dari: 

a) Jasa penilai (appraisal); 

b) Jasa aktuaris; 

c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

d) Jasa perancang (design); 

e) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan 

gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha 

tetap (BUT); 

f) Jasa penunjang di bidang penambangan gas; 
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g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan 

selain migas; 

h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

i) Jasa penebangan hutan; 

j) Jasa pengolahan limbah; 

k) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services); 

l) Jasa perantara dan/atau keagenan; 

m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang 

dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; 

n) Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan 

oleh KSEI; 

o) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

p) Jasa mixing film; 

q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk 

perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan; 

r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, 

gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib 

pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan 

mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha 

konstruksi; 

s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, 

listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat 

transportasi/kendaraan, dan/atau bangunan, selain yang 
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dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang 

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai 

pengusaha konstruksi; 

t) Jasa maklon; 

u) Jasa penyelidikan dan keamanan; 

v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

w) Jasa pengepakan; 

x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, 

media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian 

informasi; 

y) Jasa pembasmian hama; 

z) Jasa kebersihan atau cleaning service; 

aa) Jasa catering atau tata boga. 

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 

tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif 

pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif normal. 

3. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, 

disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, 

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 

2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal 

sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. 
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3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling 

lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. 

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh 

Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur 

nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja 

berikutnya. 

4. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, 

baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan 

tarif 15%. 

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 

b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna 

usaha dengan hak opsi. 

c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 

terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau 

BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 

berkedudukan di Indonesia dengan syarat: 

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 

2. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima 

dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen 

paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 

d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi. 
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e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. 

f. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK). 

g. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah 

sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh 

koperasi. 

h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau 

pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

C. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 salah satunya adalah 

Withholding System. Withholding System adalah sistem pemungutan pajak 

yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk 

memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Pihak ketiga disini adalah PT. Jasa Prima Logistics (JPLogistik). 

PT. Jasa Prima Logistics adalah anak perusahaan dari Perum Bulog yang 

melakukan usaha di bidang Freight Forwarding, Warehousing dan Project 

Shipment, Jasa logistik dan angkutan serta usaha pendukung lainnya untuk 

menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, 

baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk mendapatkan 
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keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan tetap menerapkan 

prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Dengan berbekal pengalaman menunjang 

kegiatan Bulog baik untuk pendistribusian beras maupun pengelolaan gudang 

dan komoditi lainnya, maka memberikan nilai tambah bagi JPLogistik untuk 

memberikan pelayanan bagi pelanggan di luar Perum Bulog. 

 

D. Pengertian dan Fungsi Jasa Angkutan Darat 

1. Pengertian Jasa Angkutan Darat 

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari 

tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan 

dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, 

kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Peranan transportasi sangat 

penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah 

produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal 

konsumen. Unsur-unsur transportasi meliputi : 

1. Ada muatan yang diangkut 

2. Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya 

3. Ada jalanan yang dapat dilalui 

4. Ada terminal asal dan terminal tujuan 

5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang 

menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. 

Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai 

suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang 
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memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah, sehingga (Santoso, 

1996:1): terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya 

pergerakan barang, dimungkinkan akses ke semua wilayah. 

Pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat, yang disebut jasa 

angkutan. Jasa angkutan merupakan keluaran (output) perusahaan 

angkutan yang bermacam-macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat 

angkutan (seperti jasa pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan, jasa 

angkutan bus dan lain-lain). Sebaliknya, jasa angkutan merupakan salah 

satu faktor masukan (input) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian 

dan kegunaan lainnya (Nasution, 2003:16). 

PMK 80/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat (1) Jasa angkutan umum di darat 

terdiri dari jasa angkutan umum di jalan dan jasa angkutan kereta api. 

Menurut PMK 80/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat (2) Jasa angkutan umum di 

jalan merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang suatu tempat 

ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum di ruang 

lalu lintas jalan, dengan dipungut bayaran. 

Pengertian angkutan umum sendiri adalah kendaraan bermotor yang 

digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk 

umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek atau tidak dalam 

trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning 

dan tulisan hitam. 

Dengan demikian, batas jasa angkutan umum di jalan yang dikenai 

PPN dan yang tidak dikenai PPN adalah dari tanda nomor kendaraannya. 
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Apabila tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, 

maka jasa angkutan umum di jalan yang menggunakan tanda nomor 

kendaraan tersebut tidak dikenai PPN. Sebaliknya, apabila jasa angkutan 

umum di jalan tidak menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar 

kuning dan tulisan hitam, maka jasa angkutan umum tersebut dikenai PPN. 

2. Fungsi Angkutan Darat 

Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang 

pembangunan (the promoting sector) dan pemberi jasa (the service sector) 

bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun 

mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya. Perluasan dermaga di 

pelabuhan didahulukan daripada pembangunan pupuk yang akan 

dibangun, guna melancarkan pengiriman peralatan pabrik dan bahan baku 

serta penyaluran hasil produksi ke pasar setelah pabrik beroperasi 

(Nasution, 2003 : 19). 

Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan 

tujuan akhir, tetapi hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan lain, oleh 

karena itu, permintaan atas jasa transportasi disebut sebagai permintaan 

turunan (derived demand) yang timbul akibat adanya permintaan akan 

komoditi atau jasa lain.  

Pada dasarnya permintaan atas jasa transportasi diturunkan dari 

(Morlok, 2000 : 452)  : 

 Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya 

untuk melakukan suatu kegiatan (misalnya bekerja, sekolah). 
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 Permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia di tempat yang 

diinginkan. 

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap perlu dicapai 

keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan. Jika 

penyediaan jasa angkutan lebih kecil daripada permintaannya, akan terjadi 

kemacetan arus barang dan penumpang yang dapat menimbulkan 

kegoncangan harga di pasaran. Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan 

melebihi permintaannya maka akan timbul persaingan tidak sehat yang 

akan menyebabkan banyak perusahaan angkutan rugi dan menghentikan 

kegiatannya, sehingga penawaran jasa angkutan berkurang, selanjutnya 

menyebabkan ketidaklancaran arus barang dan 

3. Fungsi Transprotasi Dalam Perekonomian dan Pembangunan 

Menurut definisinya, transportasi berarti kegiatan memindahkan 

atau mengangkut barang dan orang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan 

(Origin-Destination Travel). Barang yang diangkut adalah untuk 

memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat (konsumsi) atau barang yang 

dimaksud digunakan sebagai bahan baku untuk meng-hasilkan produk 

akhir (produksi). Sedangkan orang yang menggunakan jasa transportasi 

adalah untuk bekerja, berdagang, menghadiri pertemuan/diskusi, atau 

melakukan kegiatan lainnya. Kegiatan transportasi terkait erat dengan 

kegiatan-kegiatan sektor lainnya. Kegiatan transportasi digunakan untuk 

membantu kegiatan sektor lain. Transportasi dikatakan sebagai fasilitas 

yang membantu (supporting facility) sektor-sekttor lain, yang berarti 
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transportasi itu mempunyai fungsi yang sangat penting dan strategis dalam 

perekonomian dan pembangunan. Fungsi utama transportasi ada dua, 

yaitu: 

(1) sebagai penunjang (servicing facility)dan 

(2) sebagai pendorong atau pendukung (promoting facility) 

Pertama, transportasi berfungsi sebagai penunjang(servicing 

facility) dimaksudkan jasa transportasi itu melayani pengernbangan 

kegiatan sektor-sektor lain yaitu sektor-sektor pertanian, industry 

perdagangan pendidikan, kesehatan, pariwisata, transmigrasi dan lainnya. 

Contoh pembangunan prasarana/jalan yang mulus dan tersedianya sarana 

angkutan yang cukup, akan dimanfaatkan untuk mengangkut berbagai 

komoditas hasil pertanian dari daerah pedesaan ke pasar-pasar di 

perkotaan secara lancar dan tepat waktu sampai kepada konsumen, 

sehingga harganya tinggi, hal ini menguntungkan pihak pedagang dan 

petani produsen. Selanjutnya petani produsen akan meningkatkan 

produksinya, dan pedagang akan bertambah besar volume kegiatannya.  

Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang 

pengernbangan kegiatan sektor pertanian dan sektor perdagangan. Contoh 

lain, jasa transportasi mengangkut bahan baku dari sumber bahan baku, 

dikirim ke lokasi pabrik/industri, setelah diolah menjadi produk akhir 

didistribusikan ke berbagai daerah permasaran, maka dapat dikatakan 

bahwa jasa transportasi menunjang pengernbangan kegiatan sektor 

industri. Demikian pula dalam sektor pendidikan dan sektor kesehatan, 
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tersedianya prasarana jalan menuju ke daerah-daerah pedesaan, maka 

pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat dilaksanakan ke seluruh daerah 

pedesaan yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Jasa transportasi 

dapat pula menunjang pengernbangan kegiatan sektor pariwisata dan 

sektor transmigrasi, melalui pelayanan pengangkutan para wisatawan 

menuju ke dan dari obyek wisata, serta pengangkutan. 

Para transmigran dari daerah asalnya menuju ke daerah 

transmigrasi. Contoh-contoh di atas menunjukkan pelaksanaan fungsi 

transportasi sebagai fasilitas yang melayani kegiatan sektor-sektor lain, 

sebagai sektor penunjang yang melayani pengembangan kegiatan-kegiatan 

di luar sektor transportasi. 

Kedua, transportasi berfungsi sebagai pendorong pembangunan 

(promoting facility), dimaksudkan bahwa pengadaan/pembanganan 

fasilitas (prasarana dan sarana) transportasi diharapkan dapat mem-bantu 

membuka keterisolasian, keterpencilan, keterbelakangan daerah-daerah 

serta daerah-daerah perbatasan. Daerah terisolasi adalah daerah yang 

belum terjangkau oleh pelayanan transportasi, karena belum tersedia 

fasilitas transportasi, meskipun letaknya tidak jauh dari pusat 

kegiatan/pelayanan. Daerah terpencil adalah daerah yang terletak sangat 

jauh dari pusat kegiatan/pelayanan dan tidak terjangkau oleh pelayanan 

transportasi. Daerah terbelakang adalah daerah yang tidak berkembang, 

tingkat kesejahteraannya rendah, karena tidak memiliki sumberdaya 

ekonomi yang unggul atau/dan ketersediaan fasilitas transportasi yang 
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terbatas. Daerah perbatasan adalah daerah-daerah yang terletak paling 

depan atau paling luar berhadapan dengan negara-negara tetangga, 

umumnya potensi sumberdaya ekonominya dan ketersediaan fasilitas 

transportasinya terbatas, kemampuan sumberdaya manusianya (penduduk 

lokal) lemah, bahkan banyak di antara pulau-pulau kecil yang terletak di 

perbatasan tidak berpenghuni. Pembangunan prasarana dan sarana 

transportasi serta penyediaan pelayanan jasa transportasi menuju ke dan 

dari daerah-daerah terisolasi, terpencil, terbelakang dan daerah perbatasan, 

maka diharapkan dapat membuka aksesibilitas, memperluas hubungan jasa 

distribusi (jasa perdagangan dan jasa transportasi) dengan daerah-daerah di 

luar, meningkatkan mobilitas penduduk, dan, selanjutnya dapat 

mendorong peningkatan produksi dan produktivitas, meningkatkan 

kemampuan penduduk lokal, meningkatkan pemasaran produk lokal, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah. 

Unsur penunjang, Sistranas berfungsi menyediakan jasa 

transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sektor-

sektor lain sekaligus juga berfungsi ikut menggerakkan dinamika 

pembangunan nasional serta sebagai industri Jasa yang dapat memberikan 

nilai tambah. Sebagai unsur pendorong, Sistranas berfungsi menyediakan 

jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk menghubungkan daerah 

terisolasi dengan daerah berkembang yang berada di luar wilayahnya, 

sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian yang sinergis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Lokasi, dan Jadwal Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable 

atau independen tanpa membuat perbandingan atau menghitung dengan variable yang 

lain. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Perum Bulog Kantor Subdivre Medan di Jl. 

Sisingamangaraja Km. 10,2. Penelitian akan dimulai pada bulan September 2016 

sampai dengan Januari 2017. 

3. Jadwal Penelitian 

Rencana kegiatan penelitian ini dapat penulis gambarkan melalui matriks jadwal 

penelitian berikut ini: 
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Table 3.1 

Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 

2016 2017 

Aug Sept Okt Nov Feb Mei Juni 

1 
Mengajukan Judul 

skripsi 

       

2 
Pembuatan 

Proposal 

       

3 
Bimbingan 

Proposal 

       

4 Seminar Proposal        

5 

Pengumpulan 

Data dan Analisis 

Data 

       

6 
Penyusunan dan 

Bimbingan Skripsi 

       

7 Seminar Hasil        

8 Sidang Skripsi        

sumber : Penulis 2017 

 

B. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



23 
 

serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah 

dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, 

penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. PPh 

pasal 23 ini menangani tentang sewa jasa angkutan darat. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif. 

Menurut Sugiono (2008) “Data kualitatif adalah informasi yang berasal dari 

penelitian berupa data, skema, dan gambar”. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Sekunder, yaitu sumber 

data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

yang umumnya berupa bukti atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

dokumen yang berhubungan dengan PPh Pasal 23. 

Maka dalam penelitian ini yang menjadi datas ekunder yaitu data yang 

dikumpulkan atau diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan 

wawancara pada Perum Bulog Kantor Sub Divre I Medan. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk 

melengkapi skripsi yaitu : 

a) Wawancara, Untuk memperoleh informasi tambahan dalam proses penulisan 

skripsi ini, akan dilakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 

berwenang sehingga data dan informasi yang diperoleh lebih akurat. 

b) Dokumentasi, yaitu catatan data yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 dengan 

melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

E. Teknik Analisis data 

Analisis dilakukan dengan pendekatan teori yang berikatan dengan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu melalui : 

a) Pengumpulan data yang diambil langsung dari Perum BULOG Subdivre I 

Medan 

b) Data tersebut diperiksa kelengkapannya semuanya seperti Surat 

Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, dan Bukti 

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

c) Tahap pengujian, dimana tahap ini akan menguji validitas dari 

pengumpulan data tersebut. 
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